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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka 

peneliti dapat mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Responsivitas Kepolisian 

Sektor Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Menangani 

Pengaduan Masyarakat” bahwa dapat dilihat dari beberapa fokus penelitian  dalam menangani 

pengaduan: 

1. Kemampuan Merespon Masyarakat 

               Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan peneliti terkait kemampuan 

merespon masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Kecamatan Miomaffo Barat 

kepada masyarakat yang melakukan pengaduan berkait dengan respon, serta sikap dan 

komunikasi yang diberikan sejauh ini kepolisian sudah berusaha untuk mendengarkan atau 

merespon setiap masyarakat yang melakukan pengaduan dengan baik. 

2. Kecepatan Melayani            

               Sesuai dengan data dan obeservasi yang dilakukan, kepolisian Sektor Kecamatan 

Miomaffo Barat tidak hanya melayani masyarakat yang melakukan pengaduan di kantor, 

tetapi bisa melalui telpon dengan tujuan agar pengaduan bisa ditanggapi dengan cepat.  

3. ketepatan Melayani 

               Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat disimpulkan bahwa 

ketepatan pelayanan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor kecamatan Miomaffo Barat 

sudah semaksimal mungkin bekerja sesuai dengan prosedur pelayanan pengaduan. Ketika 

ada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan datang kepada SPKT. Aparat kepolisian 
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Sudah melakukan sesuai dengan Prosedur namun masih ditemukan ada masyarakat yang 

kurang jelas data-data yang mendukung dalam pengaduan, tetapi kepolisian Sektor 

kecamatan Miomaffo Barat selalu memberi tahukan apa saja yang diperlukan agar 

pengaduan tersebut bisa diproses. 

4.Kecermatan Melayani 

                Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa indikator kecermatan 

melayani yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten 

Timor Tengah Utara mencakup kefokusan, dalam memberikan pelayanan sudah dikatakan 

baik, dan dilakukan dengan cermat hasil tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam tahap proses pengaduan, maka ketika ada pengaduan dari masyarakat Kepolisian 

Sektor Kecamatan Miomaffo Barat selalu meminta data yang lengkap agar saat memproses 

laporan tidak terjadi kesalahan. 

5.  Ketepatan waktu Melayani 

              Pengaduan yang tidak memerlukan penyelidikan dikerjakan dan diselesaikan pada saat 

itu, sedangkan pengaduan yang memerlukan proses penyelidikan dikerjakan sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditetapkan. 

              Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan peneliti mengenai ketepatan 

waktu melayani masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian Sektor kecamatan Miomaffo 

Barat kabupaten Timor Tengah Utara sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan 

penyelesaian laporan pengaduan sesuai waktu yang ditentukan tetapi ada beberapa kendala 

yang menghambat dalam proses penyelidikan disebabkan karena ada data yang tidak 

lengkap saat membuat laporan sehingga menghambat proses penyelesaian. 

    6. Kemampuan Menangapi Keluhan 
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               Kemampuan menangapi keluhan, aparat kepolisian selalu menangapi setiap masyarakat 

yang melakukan pengaduan, hal tersebut sudah menjadi tugas polisi dalam memberikan 

pengayoman dan keamanan kepada masyarakat. 

1.2   Saran 

         Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan 

saran sebagai evaluasi dari Responsivitas Kepolisian Sektor Kecamatan Miomaffo Barat 

Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Menangani Pengaduan Masyarakat. Adapun saran yang 

diberikan peneliti sebagai berikut: 

1. Diharapkan perlu adanya peningkatan sikap kepedulian dan komunikasi terhadap 

masyarakat, agar masyarakat meresa diterima dan dilayani dengan baik, 

2. Kecepatan melayani diharapankan untuk lebih cepat dan tanggap lagi serta menunjukkan 

semangat yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

3. Ketepatan melayani agar dapat lebih meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan 

ketepatan prosedur layanan agar dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam pelayanan 

4. Kecermatan melayani diharapakan dapat lebih teliti dan serius lagi dalam memberikan 

pelayanan. 

5. Ketepatan waktu melayani diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan waktu dalam 

menyelesaikam tugas-tugas kerjanya secara lebih efektif dan efisien. 

6. Kemampuan menanggapi keluhan Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi 

sikap kepedulian terhadap apa yang dikeluhkan atau disampaikan oleh masyarakat terkait 

pelayanan dan kenyamanan yang didapatkan. 
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